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- bahwa untuk mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik di lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, perlu dibangun prosedur 

dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur, bahwa dalam 

melaksanakan prinsip profesional sesuai dengan Pasal 85 huruf d Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, 

KPU Kabupaten wajib bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan 

substansi profesi administrasi Pemilu dan Pemilihan, berdasarkan pertimbangan 

tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat perlu menetapkan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Penetapan 

Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat; 

- Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Undang-undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar 

Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 649); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 320) di ubah dengan Peraturan KPU No. 4 tahun 2021 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 786); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang 

Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 784); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440); 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan 

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2022 Tentang Pedoman teknis 

Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

 

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 25 Tahun 

2022 diatur tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyusunan 

Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat 

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak 

tanggal ditetapkan 02 Agustus 2022 

- Lampiran V Hal 

 


